
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 32/M-DAG/PER/5/2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 

20/ M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN 

MINUMAN BERALKOHOL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. 	bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan impor minuman beralkohol, perlu 

melakukan perubahan terhadap ketentuan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/PER/4/2014 

tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap 

Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman 

Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

06/M-DAG/PER/1/2015; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

20/ M-DAG/ PER/4/ 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan 

Penjualan Minuman Beralkohol; 
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Mengingat 	: 1. 	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan 

Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 4933) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 06/ M-DAG/ PER/ 1/2015 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113); 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

48/ M-DAG/ PER/ 7/ 2015 tentang Ketentuan Umum Di 

Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1006); 

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

70/ M-DAG/ PER/ 9/ 2015 tentang Angka Pengenal 

Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1516); 

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

08/ M-DAG/ PER/ 	tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 

20/ M-DAG/ PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN 

PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN 

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri 

Perdagangan 	Nomor 20/ M-DAG/ PER/4/2014 	tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, 

dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
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Nomor 06/ M-DAG/ PER/ 1/ 2015, diubah sehingga Pasal 10 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) IT-MB yang telah memperoleh surat persetujuan impor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat 

mengajukan perubahan dan/atau penambahan 

golongan, nama merek/jenis, dan nama prinsipal 

Minuman Beralkohol pada periode berjalan. 

(2) Perubahan dan/atau penambahan golongan, nama 

merek/jenis, dan nama prinsipal Minuman Beralkohol 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh 

persetujuan dari Dirjen Daglu atas nama Menteri. 

(3) Untuk memperoleh persetujuan perubahan dan/atau 

penambahan golongan, nama merek/jenis, dan nama 

prinsipal Minuman. Beralkohol, IT-MB harus mengajukan 

permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada 

Dirjen Daglu dan melampirkan dokumen: 

a. fotokopi penetapan sebagai IT-MB; 

b. fotokopi surat persetujuan impor yang masih berlaku; 

dan 

c. fotokopi surat penunjukan dan prinsipal pemegang 

merek/ pabrik luar negeri dengan menunjukkan asli 

surat penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris 

Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat 

diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara 

setempat. 

(4) Dirjen Daglu atas nama Menteri menerbitkan persetujuan 

perubahan dan/atau penambahan golongan, nama 

merek/jenis, dan nama prinsipal Minuman Beralkohol 

paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara 

lengkap dan benar. 

(5) Perubahan dan/ atau penambahan golongan, nama 

merek/jenis, dan nama prinsipal Minuman Beralkohol 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling 

banyak 2 (dua) kali pada periode berjalan. 
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Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Mei 2016 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

THOMAS TRIKASIH LEMBONG 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Jenderal 
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